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Hukum Perburuhan berkembang
seiring dengan perkernbangan ekonoml
dan bertujuan untuk memberikan
keseimbangan dalam hubungan,
kepentingan, hak dan kewajiban antara
pengusaha dan pekerja. Dalam era
giobalisasi ini khususnya, market ekonomi
telah menembus batas-batas Negara dan
memberikan kebebasan terhadap
pergerakan modal (capital), barang
(goods), pelayanan (services), dan pekerja
(workers). Perkembangan ini terjadi
seiring dengan pesatnya pertumbuhan
penggunaan teknoiogi informasi sehingga perusahaan-perusahaan
multinasionai maupun lokal dapat menciptakan strategi-strategi
untuk memberikan pelayanan dan barang yang melampaui batas-
batas Negara.
Di Eropa sendiri, Perdagangan Internasional berkembang
sebesar 30% (tiga puluh persen) GNP untuk Uni Eropa di mana
80% (delapan puluh persen) perdagangan berputar dalam kerangka
Uni Eropa dan sebesar 20% (dua puluh persen) perdagangan
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berkenaan dengan hubungan Eropa dengan Amerika dan Jepang
juga dengan Negara-negara berkembang. Maka dari itu, Hukum
Perburuhan saat ini merupakan hukum yang penting untuk
mengiringi perkembangan ekonorni dan memberikan perlindungan
hak terhadap para pekerja.
Prof. Roger Blanpain sebagai profesor Hukum Perburuhan
Internasional tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika dan
Jepang dan daiam pengabdiannya selama berpuluh-puluh tahun
menuangkan dalarn bukunya European Labour Law bagaimana
keadaan Hukum Perburuhan Eropa sekarang ini daiam menghadapi
era globalises! dengan mengacu kepada standar Hukum Perburuhan
Internasional yang dikeluarkan oleh International Labour
Organization (ILO) dan juga rnengacu kepada treaty dan peraturan-
peraturan petunjuk (directives) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.
Buku ini terbagi menjadi dua bagian di mana bagian
pertama membahas mengenai Hukum Perburuhan secara individual
dan bagian kedua membahas Hukum Perburuhan secara kolektif
dan dilengkapi dengan daftar kasus-kasus dalarn European Court of
Justice (ECJ). Dimulai dengan membahas kerangka institusionai di
Eropa yang dibentuk oleh European Community, daiam bab ini
dideskripsikan tiga treaty Eropa (European Coal and Steel
Community! ECSC, Euroatom dan European Communities/ EC)
dan juga institusi dari Komunitas Eropa sendiri (European
Parliament, the Council, dan the Court) serta beberapa organ
lainnya seperti European and Social Committee, the European
Social Fund, dan Iain-lain. Lalu kemudian diikuti penjelasan
mengenai proses legislatif di daiam komunitas dan hubungan EC
dan organisasi internasional lainnya khususnya ILO, European
Economic Area (EEA) dan The European Agreements yang
melingkupi Negara-negara di Eropa tengah dan timur.
Bab 2 membahas mengenai European Social Partners
khususnya Union of Industrial and Employers Confederation of
Europe (UNICE) dan European Trade Union Confederation
(ETUC). Bab 3 membahas jurisdiksi EC seperti ECSC, Euroatom
dan EC sehubungan dengan Hukum Perburuhan. Bab 4
niendiskripsikan pendahuluan unium mengenai asal mula dan
perkembangan Hukum Perburuhan Eropa dengan sudut pandang
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khusus atas aspek hubungan sosial dan ekonomi yang dimulai
dengan Deklarasi Hak Dasar Sosia! Pekerja tahun 1989 dan
Program Aksi Sosial atas pelaksanaan Deklarasi tersebut Lalu
dilanjutkan dengan Maastricht Top tahun 1991 melingkupi Protokol
dan Perjanjian mengenai Kebijakan Sosiai sesuai dengan Delors
White Paper pada bulan Desember 1993 untuk menghapuskan
pengangguran didukung dengan White Paper mengenai Kebijakan
Sosial Eropa pada Juli 1994 yang disetujui oleh European Cowcil
pada European Top di Essen pada bulan Desember 1994, the
Confident Pact for Employment tahun 1996 dan the employment
summit of Luxembourg tanggal 21 -22 November 1997 serta
petunjuk kerja yang tercantum dalam Traktat Uni Eropa.
Bagian pertama mengenai Hukum Perburuhan secara
individu memiliki perkembangan penting khususnya terhadap
peranan ECJ. Kebebasan pekerja untuk berpindah (Free movement
of -workers) diterangkan dalan Bab 1, dan kebebasan
pelayanan/servis {freedom of services) diterangkan dalam Bab 2,
persamaan perlakuan (equal treatment) dalam Bab 6 dan perubahan
struktur perusahaan (restructuring of enterprises) dalam Bab 10
dengan hubungannya terhadap pemutusan hubungan kerja massal
(collective redundancies), perpindahan perusahaan (transfer of
enterprise) dan jatuhnya perusahaan (the insolvency of the
employer). Juga mengenai masalah keamanan dan kesehatan
pekerja dalam lingkungan pekerjaan merupakan salah satu faktor
penting yang didiskusikan dalain buku ini (Bab 9). Selain itu
dibahas pula mengenai European Treaty bulan Juni 1980 daiarn
hubungannya mengenai Hukum Perburuhan Privat Internasional
(Bab 3), Waktu Bekerja (Bab 8), Perlindungan Cuti Melahirkan
(Bab 7) dan Kontrak Kerja Individu (Bab 4) dalarn berbagai jenis
kontrak seperti kerja paruh waktu, kerja waktu tertentu, kerja
musiman dan kewajiban pengusaha untuk menginformasikan
pekerja atas kondisi kerja yang berlaku dalam hubungan kerja
tersebut.
Bagian kedua mengenai Hukum Perburuhan secara kolektif
menerangkan kemungkinan perjanjian kolektif Eropa untuk
dievaluasi sesuai dengan latar belakang sosial Negara-negara Eropa
(Bab \ dengan membahas pasal 138 dan 139 Treaty on the
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European Community (TEC). Bab 2 membahas partisipasi pekerja
dalam Perseroan Terbatas Publik dan Societas Europaea (SE)
sesuai dengan peraturan petunjuk mengenai European Work
Councils (EWCs) dan informasi transnasional dan prosedur
konsultasi serta kerangka umum peraturan petunjuk mengenai
informasi dan konsultasi. Perjanjian Kolektif Negara-negara Eropa
yang sukses terbentuk hingga saat ini antara lain: Perjanjian
Kolektif mengenai Cuti Melahirkan tanggal 14 Desember 1995,
Kerja Paruh Waktu tanggal 6 Juni 1997 dan Kontrak Waktu
Tertentu tanggal 18 Maret 1999 yang sernuanya dituangkan dalam
peraturan petunjuk oleh European Council. Isu lainnya yang
dibahas adalah mengenai Persetujuan Kolektif (Collective
Bargaining) khususnya sehubungan dengan tele-work dan kerja
musirnan.
Prof. Roger Blanpain menutup buku ini dengan menuangkan
pemikirannya mengenai Model Sosial Eropa (European Social
Model) yang merupakan isu baru di Eropa di mana membahas
adakah dan bagaimanakah Model Sosial di Eropa seperti Mode!
Sosial yang dimiliki oleh Arnerika. Kesimpulan yang diambil
Beliau atas pembahasan ini adalah bahwa Eropa tidak memiliki
Model Sosial karena kewenangan Uni Eropa hanya terbatas hingga
pembentukan peraturan petunjuk (directives) walaupun banyak
peraturan petunjuk telah memberikan kontribusi vital dalam isu
sosial Eropa seperti persamaan perlakuan, kebebasan berpindah
untuk pekerja, kesehatan dan keamanan, dan lain sebagainya.
Dengan tidak adanya Model Sosial di Eropa rnenjelaskan pula
bahwa tidak ada HuJ-'uni Perburuhan Eropa, Hukum Perburuhan
di Eropa merupakan Hukum Nasional Negara-negara di Eropa
dengan memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama sesuai dengan
standar prinsip yang dimiliki ILO.
Buku ini memang terasa begitu Eropa sentris karena khusus
membahas Hukum Perburuhan Eropa. Tetapi pembahasan dalam
buku ini mengacu pula pada Hukum Perburuhan Internasional
melalui standar-standar hiikum perburuhan yang dikeluarkan oleh
ILO sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan
pernbelajaran dalam bidang Hukum Internasional khususnya
Hukum Perburuhan. Kelengkapan teori serta pemiki ran-pern ikiran
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Prof. Roger Blanpain yang dituangkan dalam buku ini dapat
memberikan kita pandangan ke depan mengenai Hukum
Perburuhan tidak hanya untuk Negara-negara di Eropa tetapi juga
untuk Hukum Perburuhan Nasional kita sendiri.
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"Sex Slaves", untuk selanjutnya
disebut sebagai pekerja seks, adalah pekerja
yang memberikan jasa seks dan tubuhnya
sebagai komoditas utama penjualan bagi para
pelanggannya. ha! ini sudah menjadi rahasia
bahwa Asia nierupakan salah satu wilayah
terbesar yang rnenawarkan jasa ini, seperti
yang terdapat di beberapa tempat wisata yang
menawarkan jasa tersebut sebagai daya
tariknya.
Para pekerja seks tersebut biasanya
gadis-gadis dari berbagai daerah yang masih berumur belasan tahun
yang dibawa ke runiah-rurnah bordil dan diberi pekerjaan sebagai
pekerja seks. Para pekerja seks tersebut berasal dari latar belakang
yang berbeda-beda, seperti dijual sendiri oleh keluarganya, di culik
dari tempat yang begitu jauh sehingga tidak tahu lagi jalan kernbali
ke kampung halamannya, hingga akhirnya mereka yang dengan
keinginan sendiri berkerja sebagat pekerja seks karena keadaan
perekonomian keluarganya yang menyedihkan sehingga ia ingin
memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya.
Dalam buku ini dijabarkan berbagai pengalaman dari para
wanita yang berkerja sebagai pekerja seks dan telah terikat kontrak
yang hanya rnengatur dua ha! yaitu "tinggal di tempat" atau "mati".
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Penults mengupas pengalaman para pekerja seks dengan cukup baik
sehingga buku ini menjadi buku yang sangat dan informatif
Buku ini terbagi dalam 9 bab dengan masing-masing bab
mengupas berbagai pengalaman para pekerja seks di berbagai
daerah dan berbagai tingkatan. Lebih lanjut, dalam masing-masing
babjugadiinformasikan mengenai industri prostitusi.
Bab 1, dengan judul "Pasar", menjabarkan bahwa industri
pekerja seks merupakan bagian dari industri global yang bermitra
dengan industri pariwisata, kemudian, pelacuran ada karena adanya
permintaan yang demikian besar dari konsumen, sehingga
mengakibatkan perkembangan yang cukup pesat. Selain itu, dalam
bab ini juga diceritakan mengenai tingkatan dalam .tingkatan
tertinggi adalah wanita tuna susila yang berpendtdikan tinggi, fasih
berbahasa inggris, berasal dari keluarga menengah ke atas, dan
berada dalam industri ini bukan karena alasan kerniskinan, namun
karena keinginan mendapatkan uang dan segala kemewahan dengan
cara yang mudah. Konsumen dari wanita tuna susila yang berada
dalam tingkatan ini adalah para turis dan usahawan. Mereka
biasanya berkeliling dari hotel ke hotel mewah dan dalam waktu
yang sangat singkat memperoleh uang yang cukup banyak.
Tingkatan yang lebih rendah adalah mereka yang berada dalam
kondisi perekonoinian yang sangat sulit. Kemudian tingkatan
terendah adalah mereka yang berada dalam pasar massal dan
konsumennya adalah laki-laki termiskin dalam masyarakat.
Dalam Bab 2, dengan judul "Komoditas", dipaparkan
mengenai perempuan yang dijadikan komoditas utama dalam
industri ini. Bab ini memaparkan mengenai alasan mengapa wanita
rnenjadi komoditas utama dalam industri prostitusi, yang antara lain
adalah karena kedudukan perempuan dalam masyarakat. Perempuan
dianggap sebagai barang dagangan dalam sebagian besar budaya
perkawinan masyarakat di Asia karena perempuan dibayar dengan
mahar oleh keluarga calon suami sebagai tanda sang calon suami
telah membeli pihak perempuan untuk dijadikan istrinya. Selain itu
budaya Asia juga menganggap bahwa perempuan tidak harus
memitiki pendidikan yang tinggi karena nantinya diharuskan untuk
mengurus keluarga. Selain kedua alasan tersebut, keadaan keluarga
dalam strata sosial yang lebih rendah menjadikan banyak
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perempuan dari keluarga tersebut menjadi bagian dalam industri
prostitusi ini.
Dalam Bab 3, dengan judul "Para Perantara", dipaparkan
bagaimana para perempuan dapat rnasuk dalarn industri ini. Para
perempuan dapat masuk dalam industri prostitusi ini dengan
perantara. Dalam buku ini dikatakan bahwa siapa saja bisa menjadi
perantara, antara lain keluarga yaitu orang tua, bibi, paman, atau
suami. Selain itu, orang yang berkedok sebagai pacar dan juga
orang asing yang mernakai berbagai cara dan tipu daya untuk dapat
melaksanakan tugasnya menjadi perantara dalam industri ini.
Dalam Bab 4, dengan judul "Masa Inisiasi", dipaparkan
mengenai pengalaman para perempuan sebelum masuk dalarn
industri ini. Para perempuan yang terjerumus dalam industri ini
sebelum diperdagangkan harus melalui masa inisiasi atau masa
pembelajaran dan masa doktrinasi. Pada masa inisiasi ini para
perempuan dididik dengan keras hingga terjadi pelanggaran hak
asasi, seperti hak untuk bebas dan memilih masa depan. Hal ini
dikarenakan pada masa tersebut para perempuan biasanya dipenjara
dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, seperti diperkosa
berkali-kali oleh induk semangnya sebelum kemudian dilepas ke
dalam pasar. Masa inisiasi akan berakhir saat para perempuan
tersebut menerima bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka selain
bekerja dalarn industri prostitusi.
Dalam Bab 5, dengan judul "Para Pelanggan", dipaparkan
mengenai siapa saja yang menjadi pelanggan dari industri ini, para
pelanggan mereka adalah orang yang berasal dari berbagai strata
social, profesi, suku bangsa, dan etnis, dari yang tua sampai yam*
muda, dari yang memiliki kekayaan yang cukup besar hingga
mereka yang terrnasuk dalam golongan masyarakat miskin.
Dalam Bab 6, dengan judul "Manajemen", dipaparkan
mengenai bagaimana industri ini dilaksanakan dengan tetap
menjaga para pelacur untuk selalu bergantung kepada rnucikarinya,
dan tetap menjaga para pelanggan selalu datang ke rumah bordil
tersebut dengan cara menyajikan wajah-wajah baru ke rumah bordil
tersebut.
Dalam Bab 7, dengan judul "Hukum", dipaparkan mengenai
hukum yang melindung hak-hak perempuan dan melarang industri
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pelacuran. Namun hingga saat ini instrumen hukum ini belum
dipatuhi karena sampai saat ini prinsip ekononii tetap berlaku
selama adanya permintaan yang begitu besar terhadap industri ini
rnaka pasokan terhadap industri ini akan terus dipenuhi oleh mereka
yang menguasai industri ini.
Dalam Bab 8, dengan judul "Hidup dan Mati",
dipaparkankan mengenai bagaimana, penyakit kelamin dan
HIV/AIDS dapat menular dan rnengambil nyawa para pekerja seks.
Mereka yang telah berada dalam industri prostitusi diharuskan
untuk tetap menjaga kesehatan dan kemolekan tubuhnya. Oleh
karena itu, pekerja seks yang berpendapatan rninim tidak dapat
rnembiayai mahalnya biaya perawatan sehingga mereka melakukan
diet tidak sehat ini dapat menyebabkan penyakit TBC, dan penyakit
menular lainnya. Hal ini menyebabkan mereka singkir dari industri
prostitusi. Bagi pekerja seks yang berada dikalangan atas mungkin
penyakit yang dikarenakan diet tidak sehat tidak perlu mereka
khawatirkan, namun mereka dapat terjangkit penyakit lainnya
seperti pekerja seks lainnya, seperti halnya penyakit kelamin dan
AIDS. Penyakit-penyakit tersebut akan niengeluarkan para pekerja
seks dari industri prostitusi sampai akhirnya mereka meninggalkan
dunia ini untuk selamanya.
Dalam Bab 9, dengan judul "Aib", dipaparkan mengenai
bagaimana kehidupan para pekerja seks setelah keluar dari industri
ini, di daerah tertentu aib prostitusi tidak dapat dilupakan, kecuali
apabila dapat dibuktikan bahwa uang dapat membayar orang untuk
melupakan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan penghasilan
namun di daerah lainnya mungkm hal ini tidak terlalu dipedulikan
dan ia bisa memulai hidup baru dan menikah.
Buku ini diulas dengan baik oleh penulis dengan gaya
penulisan yang cukup rnenarik. Setiap cerita dalam buku ini berisi
pengalama dari para pekerja seks yang diulas denga baik oleh
penulis dengan gaya yang cukup menarik dan menarik untuk dibaca
namun sarat dengan informasi dan pengetahuan. Selain itu buku ini
juga penting bagi setiap orang yang ingin mengetahui mengenai
kenyataan sekitar kita yang mungkin selama ini tidak kita ketahui
dan tertutupi oleh perrnasalahan lainnya, dan sangat penting bagi
mahasiswa hukum yang sedang rnempelajari perdagangan manusia
Volume 5 Nomor 4 Mi 2008 82?
Jurnal Hukutn Internasional
serta konsep berlakunya hukum internasional yang seharusnya
memaksa narnun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal
lainnya yang mernpengaruhi keberlakuan tersebut.
Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber
Hukum Internasional. Sumber hukum internasional merupakan
suatu landasan yang dipergunakan oleh subyek hukum internasional
untuk bertindak dalam suatu hubungan internasional. Perjanjian
internasional sendiri dapat dikatakan sebagai elemen terpenting di
dalam hukum internasional. Hal ini demikian adanya karena suatu
perjanjian internasional yang ditaati dan dicontoh oleh negara-
negara dunia dapat membentuk kebiasaan internasional. Seiain
perjanjian internasional, kebiasaan internasional juga merupakan
salah satu sumber hukum internasional. Dalam Pasal 38 ayat 1
Statuta Mahkainah Internasional, disebutkan empat macam sumber
hukum internasional lain, yaitu: perjanjian internasional, kebiasaan
internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara
beradab, serta ajaran-ajaran para sarjana terpandang dan keputusan-
keputusan hakim. Dari keempat sumber hukum internasional
tersebut, perjanjian internasionat merupakan sumber hukum
internasional yang dimanfaatkan secara konsisten guna menunjang
hubungan antar-negara.
Menilik arti penting sebuah perjanjian internasional,
Anthony Aust menulis buku Modern Treaty Law and Practice. Aust
adalah seorang praktisi Hukum Internasional. la merupakan salah
satu penasihat hukum senior pada Departeinen Luar Negeri Inggris.
Aust pernah diternpatkan pada kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa
di New York, pada 1988-1991. Pada saat itu, ia bertugas sebagai
penasihat hukum yang mewakili Kerajaan Inggris. Ketika menulis
buku ini, Aust mencurahkan pengalaman yang pernah dialaminya
pada saat rnenjadi praktisi Hukum Internasional. la mengatakan
bahwa terdapat beberapa hal dalam teori perjanjian internasional
yang tidak semerta-merta dapat diimplementasikan dalam suatu
kegiatan perjanjian internasional. Seringkali, perwakilan suatu
negara (negosiator) harus menjembatani kekosongan tersebut Hal
ini ditujukan agar perjanjian internasional yang dihasilkan bersifat
kornprehensif, baik sisi materi maupun penerapannya. Dikarenakan
buku ini ditulis oleh seorang praktisi, pandangan yang terdapat di
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dalam buku ini berkenaan dengan perjanjian internasional pun
bersifat praktis. Namun demikian, buku ini tetap kaya akan aspek
teori dan praktik perjanjian internasional. Terlebih lagi, Anthony
Aust menuliskan perkembangan termutakhir di dalam dunia hukum
internasional, berkenaan dengan perjanjian intemasionai. Hal ini
memberikan pandangan baru bagi segenap pembaca dan peminat
permasalahan hukum dan hubungan internasional.
Buku Modern Treaty Law and Practice terbagi ke dalam 23
Bab. Masing-masing Bab menjelaskan bagian-bagian tertentu yang
lazim terdapat di dalam suatu perjanjian intemasionai, sebagaimana
diatur di dalarn Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian.
Dimulai dari Bab 1, dipaparkan mengenai ruang lingkup Konvensi
Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian (selanjutnya disebut dengan
Konvensi) serta sejauh mana Konvensi melatarbelakangi suatu
perjanjian internasional antarnegara dan hubungan antara Konvensi
dengan kebiasaan internasional. Aust menyatakan bahwa Konvensi
hanya berlaku dalam perjanjian internasional antar-negara.
Perjanjian internasional antara negara dengan subyek hukum
internasional lainnya bukanlah perhatian utama dalam buku ini.
Aust mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Konvensi merefleksikan kebiasaan intemasionai. Lebih
lanjut, ia menyatakan bahwa Konvensi merupakan bentuk nyata
keberadaan kebiasaan intemasionai yang dijadikan salah satu
sumber hukum internasional. Konvensi merupakan salah satu dari
sekian banyak perjanjian internasional yang besumber dari
kebiasaan internasional. la juga menyatakan untuk dapat mengerti
arti dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Konvensi, perlu
diperhatikan komentar-komentar yang diberikan oleh International
Law Commission (1LC). Hal ini demikian adanya kerena komentar-
komentar ILC memberikan gambaran dan latar belakang
pembentukkan pasal-pasal dalam Konvensi. Bab 2 membahas
defmisi dari perjanjian internasional. Pada dasarnya, Aust mengacu
kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Konvensi bekenaan dengan
definisi dari suatu perjanjian internasional. !a menjabarkan bahwa
perjanjian internasional harus memiliki elemen-elemen layaknya
karakter internasional, antar-negara, berbentuk tertulis, dengan
tujuan tertentu, dan mengacu kepada Hukum Internasional.
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Perjanjian internasionai dapat berbentuk dan memiiiki nama
berbeda-beda. Namun demikian, selama meniiiiki penjabaran
sebagaimana tersebut di atas, rnaka perjanjian tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai perjanjian intemasional, lainnya halnya
dengan Memory of Understanding (MoU). Dalani Bab 3, Aust
nienibahas posisi MoU dalam Hukum Internasional. Pada dasarnya
MoU bukanlah perjanjian internasionai layaknya treaty. Aust
menyatakan bahwa pengklasifikasian MoU menjadi suatu
perjanjian internasionai tergantung pada negara masing-masing.
Akan tetapi, berdasarkan praktek yang ia alami, terdapat perubahan
bentuk dan pandangan terhadap MoU ke arah yang lebih formal
layaknya perjanjian internasionai.
Dalam Bab-bab selanjutnya, Aust menjabarkan
pengalamannya berkenaan dengan kapasitas yang diniiliki oleh
subyek Hukuni Internasionai untuk membuat suatu perjanjian
internasionai. Bagaimana federasi, koloni, dan organisasi
internasionai dapat memiliki legal personality sehingga dapat
rnembentuk perjanjian internasionai. Selanjutnya, terdapat
pembahasan mengenai full powers, pengadopsian dan otentifikasi
suatu perjanjian internasionai. Selaku praktisi Hukum Internasional,
Aust menyadari bahwa permasalahan yang sering dianggap kecil
seperti di atas dapat menimbulkan permasalahan besar. Sebagai
contoh adalah permasalahan sederhana mengenai konklusi suatu
perjanjian internasionai. Banyak yang berpendapat bahwa konklusi
suatu perjanjian internasionai adalah pada saat tanggal
keberlakuannya {entry into force). Namun demikian, hal ini hanya
dapat dibenarkan apabila perjanjian internasionai tersebut hanya
dapat berlaku melalui penandatanganan. Meskipun Konverisi
menyebutkan kata conclusion sebanyak 23 kali, kuantitas tersebut
tidak menjelaskan secara jelas kapan se^ogyanya suatu perjanjian
internasionai dapat berlaku. Hal lainnya yang dijabarkan dalam
buku ini adalah pernyataan penundukkan diri suatu negara terhadap
perjanjian internasionai. Pernyataan penundukkan diri suatu negara
terhadap suatu perjanjian internasionai sangat penting karena
menyangkut kedaulatan negara. Pembahasan yang dibenkan oleh
Aust untuk hat ini pun cukup mendalam. la rneinbahas rnetode-
metode yang terdapat di dalam Konvensi dan mengaitkannya
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dengan hak dan kewajiban yang timbu! setelah suatu negara
melaksanakan penudukkan dirinya.
Pembahasan lainnya di da lam buku ini mencakup
keterkaitan suatu perjanjian internasional dengan hukum nasional.
Bagaimana interaksi antara keduanya dapat menimbulkan
permasalahan tersendiri. Aust mengangkat teori Monisme dan
Dualisme untuk menjawab permasalahan ini. Secara singkat ia
rnenggunakan contoh praktik di negara-negara Eropa. Perancis,
Jerman, Belanda, Polandia, Rusia, dan Swiss merupakan contoh
dari segelintir negara yang rnenganut teori Monisme. Esensi utama
Monisme, menurut Aust, adalah suatu perjanjian internasional
menjadi bagian dari hukurn nasional setelah melalui proses legislasi
nasional negara yang bersangkutan. Sementara itu pada teori
Duaiisme, suatu perjanjian internasional tidak secara otomatis
menjadi bagian dari hukum nasional. Negara yang rnenganut teori
dualisrne berpendapat bahwa perjanjian internasionai tidak
menciptakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut baru
muncul manakala hukum nasional mengatakan demikian. Selain itu,
Aust mengangkat keterkaitan perjanjian internasional dengan
hukum nasional negaranya dan juga negara-negara Commonwealth.
Dikarenakan Aust berasal dari Inggris, pembahasan keterkaitan
dengan hukum nasional Inggris pun menjadi cukup lengkap.
Berurutan setelah membahas hubungan perjanjian
internasional dengan hukum nasionai pada Bab 10, Aust
melanjutkan pembahasannya mengenai aplikasi suatu perjanjian
internasional berdasarkan ^.teritorial, jenis-jenis perjanjian
internasional, interpretasi, keberadaan negara ketiga yang mungkin
memiliki keterkaitan dengan perjanjian internasional, perubahan,
durasi dan terminasi, invaliditas, depositary, registrasi dan
publikasi, penyelesaian sengketa, jalan keluar terhadap suatu
pelanggaran atas klausa di dalam perjanjian internasional,
kelanjutan perjanjian internasional terkait keberadaan subjek baru,
drafting dan ketentuan final (penutup). Kesemua hal di atas
merupakan materi yang terbahas di dalam buku Modern Treaty Law
and Practice. Secara keseluruhan buku ini merupakan buku yang
baik dan layak dibaca oleh rnahasiswa, staf pengajar, dan khalayak
umum. Dikatakan demikian karena buku ini merupakan buku
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dengan informasi terbaru di seputar perjanjian internasional. Selain
itu, buku ini dapat memberikan perspektif baru bagi para akademisi.
Hal ini mengingat pembahasan yang terdapat di dalamnya dengan
titik berat pada pengalaman seorang praktisi Mukurn Internasional.
Hal lainnya yang cukup peniing adalah penggunaan bahasa.
Penggunaan bahasa di dalam buku Modern Treaty Law and
Practice bukanlah bahasa Inggris yang sulit dipahami atau dapat
dikatakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit
sehingga memudahkan untuk dipahami.
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